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ABSTRAK 

Perkembangan dunia usaha pada era globalisasi dan liberalisasi ekonomi 

membawa dampak signifikan terhadap dinamika perekonomian nasional. 

Persaingan yang semakin ketat mendorong setiap badan usaha untuk menerapkan 

tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel agar dapat 

mempertahankan keberlanjutan usahanya. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit 

perusahaan yang mengalami kegagalan finansial dan berujung pada kepailitan. 

Kepailitan pada hakikatnya merupakan mekanisme hukum untuk 

mendistribusikan harta debitur yang tidak mampu membayar utangnya kepada 

kreditor secara adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 

Kepailitan). Akan tetapi, dalam praktik terjadi penyalahgunaan kepailitan 

(fraudulent bankruptcy), yaitu tindakan curang yang dilakukan oleh debitur, 

pengurus, atau pihak lain melalui penyembunyian maupun pengalihan aset, 

pemalsuan laporan keuangan, atau pemberian keuntungan tidak sah kepada 

kreditor tertentu. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan kreditor, tetapi 

juga merusak integritas sistem kepailitan dan mengurangi kepercayaan terhadap 

dunia usaha. 

Permasalahan utama yang muncul ialah belum adanya pengaturan secara 

khusus mengenai tindak pidana penyalahgunaan pailit dalam Undang-Undang 

Kepailitan, sehingga penegakannya masih bergantung pada ketentuan umum 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP baru, 

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, telah memuat ketentuan mengenai 

tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 511 sampai dengan Pasal 518, termasuk perbuatan curang 

dalam proses kepailitan, namun pengaturannya bersifat umum dan belum secara 

eksplisit mengakomodasi karakteristik hukum ekonomi yang melekat pada 

kepailitan. Hal tersebut menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian 

hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana kepailitan di 

Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yang 

digunakan mencakup analisis terhadap ketentuan undang-undang, doktrin hukum, 

serta perbandingan antara norma pidana dalam KUHP baru dan ketentuan dalam 

Undang-Undang Kepailitan. Fokus penelitian diarahkan pada ratio legis 

pengaturan tindak pidana penyalahgunaan pailit di Indonesia serta pengaturan 

fraudulent bankruptcy diatur dalam sistem hukum pidana nasional. 

 

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penyalahgunaan Pailit, Kepailitan. 

  

DRAFT



xviii 

 

ABSTRACK 

The development of the business world in the era of globalization and 

economic liberalization has a significant impact on the dynamics of the national 

economy. Increased competition encourages every business entity to implement 

good, transparent and accountable corporate governance in order to maintain its 

business sustainability. However, in practice, many companies experience 

financial failure and lead to bankruptcy. Bankruptcy is essentially a legal 

mechanism to distribute the assets of debtors who are unable to pay their debts to 

creditors fairly as regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy 

and Suspension of Debt Payment Obligations (Bankruptcy Law). However, in 

practice there is abuse of bankruptcy (fraudulent bankruptcy), namely fraudulent 

acts committed by debtors, administrators, or other parties through concealment 

or transfer of assets, falsification of financial statements, or provision of 

unauthorized benefits to certain creditors. Such actions not only harm creditors, 

but also undermine the integrity of the bankruptcy system and reduce confidence 

in the business world. 

The main problem that arises is that there is no specific regulation 

regarding the criminal offense of bankruptcy abuse in the Bankruptcy Law, so that 

its enforcement still depends on the general provisions in the Criminal Code 

(KUHP). Although the new Criminal Code, Law Number 1 Year 2023, has 

contained provisions regarding criminal offenses against trust in conducting 

business as stated in Articles 511 through 518, including fraudulent acts in the 

bankruptcy process, the provisions are general in nature and have not explicitly 

accommodated the characteristics of economic law inherent in bankruptcy. This 

has led to a vacuum of norms and legal uncertainty in the practice of law 

enforcement against bankruptcy crimes in Indonesia. 

This research is a normative legal research with a statutory approach and 

conceptual approach. The method used includes an analysis of the provisions of 

the law, legal doctrine, as well as a comparison between the criminal norms in the 

new Criminal Code and the provisions in the Bankruptcy Law. The focus of the 

research is directed at the ratio legis of the criminal regulation of bankruptcy 

abuse in Indonesia and the regulation of fraudulent bankruptcy regulated in the 

national criminal law system. 
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